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PEMERINT , '
EMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAN FABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK

a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegi-
atan penvelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub
sistem dari sistem  Pemerintah Nasional, perlu
mengatur kedudukan dan kedudukan keuangan kepala
desa dan perangkat desa sebagai wujud dari
pelaksanaan ketertiban administrasi pemerintah desa
yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi
desa di Kabupaten Trenggalek ; 4

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a
diatas dipandang - jerlu membuat pedoman penentuan
kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa dan
perangkat desa di Kabupaten Trenggalek dengan
dituangkan dalam Peraturan Daerah. ‘

1. Undang-undang NomoT 12 Tabun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 " ahun
1950) ; ‘

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-—
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 199 .om'=:
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang NomoT 25 Tahun 1999 tentang Per-
imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan

-

lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambaha: Lembaran Negara NomoT 3851});
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Nomor 104 Tahun 2000

Dana pepe; tentane
Ny Fllmhﬁﬂgﬂn (.emnnran Negara Republiy Indonesi.
Ic‘]hl.ll’l 2000 NHIBOI‘ 201 ) :

6., Per e Tk .

'« Peraturap Pvmunshran Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan

dan P:ngawasan Atas

ahan Daerah {
2 Tahun 2(0]

Penyeicnggaraan
Lembaran Negara Republik
Nomor 41}

Pemerint
Indones i ;
4
Peraturanp Pemeriitahn Nomor 52 Taﬂun 2001 tentang

penyclcnggaraan lugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesi: Tahun 2001 Nomor 775

8. Keputusan Presiden
Teknis Penyusunan Perat
Bentuk Rancangan Undang
Pemerintan dan R

Nomor 44 Tahun 1999 tentang
uran Perundang-undangan dan
-undang, Rancangan Peraturan
ancangan Keputusan Presiden H
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
Tatacara Pe
Daerah.

tentang
ngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
| MEMUTUSKAN
enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG
KEDDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. daerah adalah Kabupaten Trenggalek

. t
b metrintah Daerah adalah Kepala Daerah.begzgaz
. pe ; -
gerangkai Daerah otonom yang lain sebagai
Fksekutif Daerah ;



c.

bupati Aa Tak Fa
pati adalah Kepa.a Daerah Kabupaten Tienggalck 3

kecamatan
Trenggalek

aca 'n perangkat Daerah Kabupaten

camat {'\d;—l 1 a h
Trenggalek

Kenala Kecamatan dalam Kabupetien

’

3 q ) P ok e ) : .
desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yYang memi K
kewenangan untuk rengatur dan menghrus Kepentin

masyarakat setemp berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat sctempat yang diakui dalam sisten
Pemerintahan Nasional dan adat istiadat in

berada di Daerah ;
pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerinuahan yang

ditaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa ;

pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa ;

badan Perwakilan Desa yvang selanjutnya disingkat BpPn
adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.

perangkat Desa ad.lah Pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tug.s dan kewajiban

dukuh adalah Dbagian wilayah dalam Desa yang me-
rupakan lingkungan kerja peiaksanaan Pemerintah
Desa;

penghasilan tetap adalah Penghasilan Kepala Desrs = n
perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa
dan Perangkat Desa ;i

anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sel .ju
nva disebut Anggaran Desa ¢dalah rencana operasi-
onal tahunan dari pada program umum pemerintahan dan
pembangunan Desa yang dijatvarkan da dirervunakan
dalam angka-angka rupiah, disatu pihall mencandung
perkiraan target penerimaan dan dilein oihak po
ngeluaran atad belnnjn.
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nen elenggarakan rumah tangga desanya
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Nakan benerintahan dari Pemerintah
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NEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT prsa

'isal 3

Selama dalam melzlisanaianp tugas Kepala Desa
dan Perangiai Desn merdapatlkan penghasilan.

Kepala Desa dan P:ranglhat Desa menerima penghasilan
sesuai kemampuan Desn .

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diberikan sejak p ngangkatan sampai dengan habis

masa javatannyr.

Bentuk dan b
Kepala Desa dao
Peraturan Desza

1.SATNY ! penzhasilan vyang diterima
1 Perangkat Desa ditetapkan dengan

Paaad 4

Kepala Desa dan r:reagkat Desa yang berhenti
karens habis masa jabciannya diberikan penghargaan.

Penghargaan -ebagaimana dimaksud pada ayat (i)
(=1 o » - :
dapat diberikan kepeda K:pala Desa dan Perangkat
Desa yang berhenti kercna sebab-sebab lain.
Rentu i dan besarnva p nghargaan ditetapkan dalam
. -
Perat iran Desa.



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal  yang belum diatur didalam Peraturan Daerah
ini akan diatur dengan Keputusan Bupati lebih lanjut
dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK
ttd.
MULYADI W.R

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH
ttd.

SUWOTO
Nip. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2001 NOMER
15/cC

Disalin sesuai dengan aslinya
ASTSTEN TATA PRAJA
Py s

BAMBANG RIBUT WARSITO
Nip. 010 131 29¢



1.

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN TRENGGALEK
NOMER 16 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 111
ayat (1), maka perlu mengatur ketentuan tentang Kedudukan

dan Kedudukan keuanga- Kepala Desa dan Perangkat Desa
dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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